NOMOR 3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016

Menimbang

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa  Kabupaten Bekasi mempunyai  potensi
kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan
purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan
berbagai fasilitas yang dimiliki Kabupaten Bekasi
merupakan sumber daya dan modal dasar dalam
penyelenggaraan kepariwisataan;

b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan
dengan tetap mengedepankan norma-norma agama,
nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan
memperkokoh budaya Kabupaten Bekasi, jati diri dan
kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan;

c. bahwa Kabupaten Bekasi merupakan kawasan Industri
terbesar di Indonesia yang mana juga kebutuhan orang
asing akan wisata, rekreasi, dan hiburan harus
diakomodir dan dikendalikan agar tidak berdampak
negatif kepada kehidupan sosial dan budaya
masyarakat;

d. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan
sebagai wupaya penataan, pembinaan, penertiban,
pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap
usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata
dan masyarakat.



Mengingat

—

bahwa penyelenggaraan kepariwisataan juga diperlukan
untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha
wisata, kesempatan memperoleh manfaat wisata, serta
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat
sekitar.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor
7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
perlu disesuaikan dengan perkembangan kepariwisataan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor................ , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan
Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5311);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun
1967 Tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.85/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.86/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.87/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.88/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.89/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.90/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
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Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.91/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan
dan Rekreasi;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.92/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.93/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.94/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.95/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.96/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Wirta Tirta;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.97/HK.501/MKP /2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha SPA;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 53
Tahun 2013 tentang Standarisasi Hotel dan Penginapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun
2012 tentang Ketertiban Umum (lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun
2013 tentang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha di
Kabupaten Bekasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung;



